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  ABSTRAK :   -    Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik 

Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding 

Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh 

Movement Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan 

Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan 

konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi 

semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga 

Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang 

demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

- Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 7 Drt 

Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 11 

Tahun 2006; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 

Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 5 Tahun 

2007; PP No. 20 Tahun 2007; PP No. 5 Tahun 2009; QANUN ACEH No. 5 

Tahun 2011. 

  

- Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pemberian Bantuan 

Keuangan, Tata Cara Pengajuan Bantuan Keuangan, Verifikasi Kelangkapan 

Administrasi, Penggunaan Bantuan Keuangan, Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan, Ketentuan Penutup. 

 CATATAN : -   Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangakan, 16 Desember 2015. 

- Pada saat berlakunya Qanun ini, maka ketentuan lain yang bertentangan 

dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi. 

- Penjelasan : - hlm 

 

 


